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ABSTRACT

The level of tax compliance in Tegal Regency is still low, especially individual
taxpayers who do business. It can be seen from comparison between the number of
registered taxpayers with the number of taxpayers who report tax return. This research
aimed to analyze the effect of the benefits of TIN, taxpayer understanding, quality of
services, and tax penalties on tax compliance. Primary data collection method used is a
survey method using questionnaires media. Sampling was done by convenience sampling
method. The number of questionnaires that can be analyzed is 70 questionnaires. Data
analysis techniques used in thisresearch is logistic regression analysis. The results of this
research showed that taxpayer understanding had positive and significant effect on tax
compliance. Benefits of TIN, quality of services and tax penalties had no significant effect
on tax compliance.
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PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia t@ahgang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejamarmum. Kesejahteraan bagi seluruh
bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalang@merintahan yang baik dan
melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentiemgman didukung oleh sumber pembiayaan
yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan nedmled pajak. Salah satu fungsi pajak adalah
fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi gabsumber dana yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Wal®008). Kontribusi pajak dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tddyoin semakin meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dARBN. Oleh karena itu, Direktorat
Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkaeripeaan pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas \dAdadang Dasar 1945 Pasal 23A
yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain argifat memaksa untuk keperluan negara
diatur oleh undang-undang. Sistem pemungutan pijekionesia telah mengalami perubahan dari
official assessment system menjadiself assessment system sejak reformasi perpajakan pada tahun
1983. Sdf assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberiensavy,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak kumhenghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajaklyarus dibayar (Waluyo, 2008).

Supadmi (2009) menyatakan bahwa sistefh assessment menuntut adanya peran serta
aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajibapgp@kannya. Kesadaran dan kepatuhan yang
tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpentidari pelaksanaan sistem tersebut. Harahap
(2004, dalam Supadmi, 2009) berpendapat bahwa tdgmsistenself assessment membawa misi
dan konsekuensi perubahan sik&psadaran) warga masyarakat untuk membayar pajedkres
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sukarela yYoluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secakareda
merupakan tulang punggung sistssf assessment.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkateha yang telah ditetapkan dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE — 02/PJ82Dentang Tata Cara Penetapan Wajib
Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Wajib pajak akatetdpkan sebagai Wajib Pajak Patuh oleh
Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi kriterigeietu dalam Surat Edaran tersebut. Salah satu
kriteria Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalaemyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
dalam 3 tahun terakhir. KPP Pratama Tegal hinggd geli 2013 mencatat pada tahun pajak 2012
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang mekakuusaha telah terdaftar sebanyak 17.232
dan yang efektif sebanyak 16.614. Namun, WP OP yaelgkukan usaha yang menyampaikan
SPT hanya 3.129. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuWP OP yang melakukan usaha di
Kabupaten Tegal hanya 18,83%. Berdasarkan data ¢igegoleh dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Tegal diketahui pula bahwa tingkgakghan WP OP yang melakukan usaha di
Kabupaten Tegal cenderung menurun dari tahun kentaheskipun jumlah wajib pajak yang
terdaftar semakin meningkat. Tingkat kepatuhan WP ¢@ang melakukan usaha dalam
menyampaikan SPT di Kabupaten Tegal selama 4 (¢rtgdain sejak 2009 hingga 2012 dapat
dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WP OP Yang M elakukan Usaha di Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2012
Tahun Wajib Pajak Wajib Pajak  Wajib Pajak Yang Tingkat

No. Pajak Terdaftar Efektif Menyampaikan SPT Kepatuhan
1 2009 8.912 8.422 2.286 27,14%
2 2010 10.135 9.581 2.087 21,78%
3 2011 11.526 10.916 2.102 19,26%
4 2012 17.232 16.614 3.129 18,83%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tpeal Juli 2013

Penyebab tingkat kepatuhan yang masih rendah selaku sama untuk setiap daerah atau
wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujiantuk menganalisis faktor-faktor yang
menyebabkan tingkat kepatuhan di Kabupaten Tegsihmandah. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh dari kemanfaatan NPWP, penahwajib pajak, kualitas pelayanan, dan
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajEklsiipaten Tegal.

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam pendlitid adalah WP OP yang melakukan
kegiatan usaha di Kabupaten Tegal. WP OP yang miaakkegiatan usaha adalah orang pribadi
yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tid&atedieh suatu ikatan dengan pemberi kerja.
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiat@aha menjalankan usaha seperti usaha
dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Dalam pedlaksinself assessment system, wajib pajak diberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk memghiimemperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dib&y/® OP yang melakukan kegiatan usaha
memiliki lebih banyak pengalaman langsung dalam ghigang, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengarmatpajak dibandingkan dengan WP OP
pegawai atau karyawan. Pajak yang harus dibayaskdn WP OP pegawai atau karyawan telah
dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh bendahanapemberi kerja sehingga WP OP pegawai
atau karyawan tidak memiliki banyak pengalamandang dalam menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinietakgan aparat pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kell@®72) merupakan perkembangan

dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Hgid1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika
individu mengamati perilaku seseorang, individusébut berupaya untuk menentukan apakah
perilaku tersebut disebabkan secara internal dtatermal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku
yang disebabkan secara internal merupakan pemiakg diyakini berada di bawah kendali pribadi
seorang individu. Perilaku yang disebabkan seckstemal merupakan perilaku yang dianggap
sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu inditétsebut dianggap telah dipaksa berperilaku
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demikian oleh situasi. Teori atribusi relevan uni&njelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam mode¢lg@n ini. Kepatuhan wajib pajak dapat
dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuatlgan terhadap pajak itu sendiri. Persepsi
seseorang untuk membuat penilaian mengenai oramgadagat dipengaruhi oleh faktor internal
maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 006

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albemidira (1977). Teori ini menjelaskan
bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatapeti@alaman langsung (Robbins dan Judge,
2008). Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelagle@riaku Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatmiko, ROD@&ori ini relevan untuk
menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam maganldan melaporkan pajak yang
menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan @langan langsungnya, pajak yang
dibayarkan telah digunakan untuk membantu pembamgdnwilayahnya.

Pengar uh Kemanfaatan NPWP terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP mé&eupaenyebab internal yang dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuattéspn mengenai perilaku kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.aBarlan teori pembelajaran sosial, wajib
pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengaldangsungnya mengenai manfaat yang
dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabielah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan pesatyperundang-undangan perpajakan. Wajib
pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untekdaiftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
Namun, Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyaigkeangan untuk memberikan NPWP secara
jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPV@Ripi telah memenuhi syarat untuk memiliki
NPWP.

Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga taiteelakangi oleh berbagai
kebutuhan wajib pajak atas NPWP tersebut. Prianta@d1) berpendapat bahwa kebutuhan
memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sgdiasuatu kondisi di mana wajib pajak
tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutubeselut berkaitan dengan manfaat dari
memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwvajib pajak akan melaksanakan
kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknyeskiypun telah memiliki NPWP, banyak
wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban trseKepemilikan NPWP harus dapat
memberikan manfaat yang selaras dengan kepentwggh pajak sehingga wajib pajak akan
termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaldezgan patuh daripada wajib pajak yang
tidak memiliki NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwajib pajak akan patuh untuk
mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat aggzerkilikan NPWP. Oleh karena itu,
kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktar smempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak &epemilikan NPWP, maka kepatuhan
wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdaseplajabaran di atas, maka diajukan hipotesis
pertama sebagai berikut:

H1 : Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengar uh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajektanhg peraturan perpajakan
merupakan penyebab internal yang dapat mempengpaikéepsi wajib pajak dalam membuat
keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pagdénad melaksanakan kewajiban perpajakan.
Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajapat belajar melalui pengamatan dan
pengalaman langsungnya mengenai peran pemahamguiyaifiki wajib pajak tentang peraturan
perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam menidewajiban perpajakan.

Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telatp@gruhi maka selanjutnya Wajib Pajak
memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkanembayar dan melaporkan sendiri
jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakasetaut harus dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peksksatewajiban perpajakan dapat terpenuhi
dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemaharyang baik mengenai peraturan perpajakan
yang berlaku. Hardiningsih (2011) mengatakan bahajié pajak yang tidak memahami peraturan

3



DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 4

perpajakan secara jelas akan cenderung menjadb wajok yang tidak patuh. Hal ini yang
menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajplt pentang peraturan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sentaiggi tingkat pemahaman wajib pajak
mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan pajgiix juga akan semakin meningkat. Hasil
penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Rajif (201@xn Nugroho (2012) menunjukkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakangarph positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajuketesis kedua sebagai berikut:

H2 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan ter hadap K epatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan pukan penyebab eksternal yang
mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuaitgi@n mengenai perilaku kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.aBarldan teori pembelajaran sosial, wajib
pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengaldamgsungnya mengenai bagaimana aparat
pajak dalam memberikan pelayanan kepada waijib pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanngenbayar pajak berhubungan erat
dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikamadpajak kepada wajib pajak. Pelayanan yang
berkualitas adalah pelayanan yang dapat membekéq@masan kepada wajib pajak dan tetap dalam
batas memenuhi standar pelayanan yang dapat digerigjawabkan serta harus dilakukan secara
terus-menerus (Supadmi. 2009). Apabila pelayanamg ydiberikan oleh aparat pajak tidak
memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, bepailyanan yang diberikan tidak berkualitas.
Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepukspada wajib pajak sehingga akan
mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi jeara perpajakannya kembali. Oleh
karena itu, kualitas pelayanan digunakan sebagdabsl independen dalam penelitian ini.
Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang dibaribde@h aparat pajak maka wajib pajak akan
merasa puas sehingga wajib pajak akan menjadi pBernikian pula sebaliknya, semakin buruk
kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan exemd) untuk tidak patuh. Hasil penelitian
Arum (2012), Rajif (2012) dan Fuadi (2013) menguapmian bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib papérdasarkan penjabaran di atas, maka
diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:
H3: Kualitas pelayanan ber pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan nalap penyebab eksternal yang
mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalammbuat penilaian mengenai perilaku
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewapleapajakan. Berdasarkan teori pembelajaran
sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamadan pengalaman langsungnya melalui
pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepadid pajak yang melanggar norma
perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yabgriklhin kepada orang yang
melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar pamiatau undang-undang tidak dilanggar (Arum,
2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilakéama maka ada konsekuensi hukum yang bisa
terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaarsakaensi hukum tersebut adalah penerapan
sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakanjuagrtuntuk memberikan efek jera kepada
wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehirtgeripta kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatmiko {2@@8gatakan bahwa Wajib pajak akan
patuh membayar pajak bila memandang sanksi pegrajakan lebih banyak merugikannya. Oleh
sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpemgarbadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin meruwgglih pajak sehingga wajib pajak akan
lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibanrianelitian yang telah dilakukan oleh
Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), darurAr(2012) menunjukkan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatwhaib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas,
maka diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
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METODE PENELITIAN
Variabel Pendlitian
Penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu pat variabel independen dan satu variabel
dependen. Variabel independen dalam penelitiaadalah kemanfaatan NPWP (X1), pemahaman
wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sargerpajakan (X4). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).nfekuran variabel-variabel independen
menggunakan teknik pengukuran sKaileert 5 poin. Pengukuran variabel dependen menggunakan
variabel dummy, dengan kriteria sebagai berikut :
a. Jika ketujuh indikator kepatuhan wajib pajak tidepenuhi maka wajib pajak tersebut
dikategorikan sebagai wajib pajak tidak patuh daerilskor = 0.
b. Jika ketujuh indikator kepatuhan wajib pajak texg@énmaka wajib pajak tersebut dikategorikan
sebagai wajib pajak patuh dan diberi skor = 1.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP yangakudan usaha di Kabupaten Tegal.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pieneini adalah metode survei melalui
pendistribusian kuesioner yang diberikan secamgslamg maupun tidak langsung melalui perantara
kepada responden. Metode pengambilan sampel yapunakan dalam penelitian ini adalah
metode convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara desigan
pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijandkhupeneliti. Berdasarkan data dari KPP
Pratama Tegal per 1 Juli 2013 tercatat sebanyakldgumlah WP OP efektif yang melakukan
usaha. Penentuan sampel ditentukan dengan menggumakius berikut (Rao, 1996, dalam
Jatmiko, 2006) :

n=————= e _9940#~ 100 sampel
1+N (mos)? 1+16.614 (1094)2
Keterangan:

n :Jumlah sampel

N :Jumlah populasi

moe : Margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih ddpaleransi
(ditentukan 10%)

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan anatisggesi logistik dengan bantuan
program statistikaPSS Satisitics 19. Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan merajgn
analisis regresi logistikdalah sebagai berikut : (1) Menilai modeld@am model regresi logistik
dilihat dari nilai -2LogLikelihood, Omnibus Test§Model Coefficients, Cox dan Snell's R square
dan Nagelkerke’'s R square, Hosmer and Lemeshow diast Classification Table, (2) Estimasi
maksimum likehood parameter dari model dan interpretasi pengaruh masing-masarigbel
independen terhadap ariabel dependen dapat dil@tzt tampilan outpwiariable in the equation.
Persamaan regresi logistik dapat dinyatakan sebagiit

Ln 2= = G 5 Xok R Xo+ 5 Xa + B X

Keterangan :

L =Log natural

P = Probabilitas kepatuhan wajib pajak
X: = Kemanfaatan NPWP

X, = Pemahaman wajib pajak

X3 = Kualitas pelayanan

X4 = Sanksi perpajakan
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Pendlitian

Kuesioner yang disebarkan kepada responden dalaetitpsn ini sebanyak 100 kuesioner
dan kuesioner yang kembali sebanyak 78 kuesiorergén demikian, nilai tingkat pengembalian
kuesioner (respon rate ) dalam penelitian ini sb@&8%. Setelah diperiksa terdapat 8 kuesioner
yang tidak lengkap sehingga jumlah kuesioner yamgptdianalisis dalam penelitian ini adalah
sebanyak 70 kuesioner. Seleksi sampel penelitipatadhlihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Seleks Sampel Pendlitian

Keterangan Jumlah
Kuesioner yang disebar 100
Kuesioner yang kembali 78
Kuesioner yang tidak lengkap _ (8
Kuesioner yang dianalisis 70
Respon rate 78 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Uji Réliabilitas dan Uji Validitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsisi derajat ketergantungan dan
stabilitas dari alat ukur (Jatmiko, 2006). Suatualzel dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai
Cronbach Alpha > 0.70. Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menkian bahwa nilaCronbach
Alpha lebih besar dari 0,70 untuk kelima variabel peizeli sehingga dapat disimpulkan bahwa
kuesioner reliabel.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Kemanfaatan NPWP 0,708 Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak 0,849 Reliabel
Kualitas Pelayanan 0,875 Reliabel
Sanksi Perpajakan 0,717 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,724 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah ataudvitlaknya suatu kuesioner (Ghozali,
2011). Kuesioner yang dikatakan valid berarti batkwasioner tersebut mampu mengukur apa
yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan giam membandingkan nil&orrelated Item-
Total Correlation atau nilai r hitung dengan nilai r tabel. JikaaniCorrelated Item-Total
Correlation atau nilai r hitung lebih besar dari nilai r talf@)202) maka kuesioner tersebut valid.
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nil@orrelated Item-Total Correlation atau nilai r hitung
untuk semua indikator masing-masing variabel lddgbar dari 0,202 sehingga dapat disimpulkan
bahwa kuesioner valid.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mempermudalamtamengetahui tanggapan umum
responden terhadap variabel-variabel yang ditgditam penelitian ini. Untuk mengetahui tingkat
tanggapan dari reponden atas item-item pertanyaag giajukan untuk variabel independen dapat
ditentukan dengan mencari nilai rata-rata jawatsnrdsponden berdasarkan rumus berikut :

Nilai Tertinggi — Nilai Teremdah 5-1
Jumlah Kelas 5

Interval Kelas = =04
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Tabel 4
Kategori Rata-Rata Variabel Independen
Kategori
Interval Kemanf_aatan NPWP’ Pemahaman WP Kualitas Pelayanan
Sanksi Perpajakan

4,20 < a< 5,00 Sangat setuju Sangat paham Sangat baik
3,40 <& 4,20 Setuju Paham Baik

2,60 < &< 3,40 Netral Cukup paham Netral

1,80 <a< 2,60 Tidak setuju Tidak paham Tidak baik

1,00<a<1,80 Sangat tidak setuju Sangat tidak pahar Sangat tidak baik

Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptifridaetiap item pertanyaan untuk masing-
masing variabel penelitian yang digunakan :

Tabel 5
Statistik Deskriptif Kemanfaatan NPWP (X1)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kategori
X1.1 70 3 5 4,09 ,503 Setuju
X1.2 70 2 4 3,16 , 754 Netral
X1.3 70 2 5 3,19 ,804 Netral
X1.4 70 3 5 4,01 ,670 Setuju
X1.5 70 3 5 4,10 ,542 Setuju
X1.6 70 2 5 3,60 ,750 Setuju
X1.7 70 2 5 3,59 ,789 Setuju
X1.8 70 2 5 4,09 ,631 Setuju

Valid N (listwise) 70
Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil statistik deskripif pada Tabali fatas dapat dilihat bahwa rata-rata
penilaian sebagian besar responden menjawab sethpdap masing-masing indikator pertanyaan
mengenai kemanfaatan NPWP, sedangkan sebagiamdesplainnya menjawab netral.

Tabel 6
Statistik Deskriptif Pemahaman Wajib Pajak (X2)

N Minimum  Maximum Mean  Std. Deviation Kategori
X2.1 70 1 5 2,89 ,860 Cukup paham
X2.2 70 1 4 2,70 ,805 Cukup paham
X2.3 70 2 5 3,63 ,685 Paham
X2.4 70 2 5 3,73 ,658 Paham
X2.5 70 2 5 3,56 ,845 Cukup paham
X2.6 70 2 5 3,30 ,840 Cukup paham
X2.7 70 2 4 3,03 ,780 Cukup paham
X2.8 70 1 5 3,20 ,861 Cukup paham
X2.9 70 2 5 3,29 ,903 Cukup paham
Valid N 70
(listwise)

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil statistik deskripif pada Tabali Gitas dapat dilihat bahwa rata-rata
penilaian sebagian besar responden menjawab cukin@np terhadap masing-masing indikator
pertanyaan mengenai pemahaman wajib pajak, sedarsgkmgian responden lainnya menjawab
paham.
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Tabel 7
Statistik Deskriptif Kualitas Pelayanan (X3)
N Min Max Mean Std. Deviation ~ Kategori
X3.1 70 2 5 3,84 ,629 Baik
X3.2 70 2 5 3,73 ,588 Baik
X3.3 70 2 5 3,71 ,663 Baik
X3.4 70 2 5 3,54 ,674 Baik
X3.5 70 2 4 3,57 ,554 Baik
X3.6 70 1 5 3,60 ,710 Baik
X3.7 70 2 5 3,73 721 Baik
X3.8 70 2 5 3,80 ,651 Baik
X3.9 70 2 5 3,73 ,612 Baik
X3.10 70 1 5 3,66 ,740 Baik
X3.11 70 2 5 3,73 741 Baik
X3.12 70 2 5 3,96 ,624 Baik
X3.13 70 2 5 3,79 ,611 Baik
X3.14 70 2 5 3,29 ,783 Netral
X3.15 70 2 5 3,47 717 Baik
X3.16 70 2 5 3,56 ,651 Baik
X3.17 70 2 5 3,49 737 Baik
X3.18 70 1 5 3,61 ,666 Baik
X3.19 70 2 5 3,60 ,750 Baik
X3.20 70 2 5 3,47 ,675 Baik
X3.21 70 3 5 3,96 ,494 Baik
X3.22 70 2 5 3,49 ,608 Baik

Valid N (listwise) 70
Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil statistik deskripif pada Tabali Atas dapat dilihat bahwa rata-rata
penilaian sebagian besar responden menjawab setbpdap masing-masing indikator pertanyaan
mengenai kualitas pelayanan, sedangkan sebagidmésgonden lainnya menjawab netral.

Tabel 8
Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan (X4)
N  Minimum Maximum Mean Std. Deviatior Kategori
X4.1 70 1 4 3,07 ,822 Netral
X4.2 70 1 4 2,96 770 Netral
X4.3 70 2 4 3,27 ,867 Netral
X4.4 70 1 4 3,09 ,880 Netral
X4.5 70 1 4 2,97 ,761 Netral

Valid N (listwise) 70
Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil statistik deskripif pada Tabeli &tas dapat dilihat bahwa rata-rata
penilaian responden menjawab netral terhadap masasjng indikator pertanyaan mengenai
sanksi perpajakan.

Untuk mengetahui tanggapan dari responden atasité®mpertanyaan yang diajukan
untuk variabel dependen dapat ditentukan dengarcamnenilai rata-rata jawaban dari responden
berdasarkan rumus berikut :

Nilai Tertinggi — Nilai Terendah 7 -0
Jumlah Kelas T2

Interval Kelas = =33

Kategori untuk kepatuhan wajib pajak ditentukangdenkriteria sebagai berikut :
a. Jika rata-rata jumlah kepatuhan wajib pajak < ¥&migorikan tidak patuh.
b. Jika rata-rata jumlah kepatuhan wajib pajak >dsk&ategorikan patuh.
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Tabel 9
Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

N  Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kategori
Kepatuhan WP (sumY) 70 0 7 6,03 1,474 Patuh
Valid N (listwise) 70

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil statistik deskripif pada Tabali %itas dapat dilihat bahwa rata-rata
jumlah kepatuhan wajib pajak yaitu 6,03 > 3,5 sghnresponden dalam penelitian ini dapat
dikategorikan patuh.

AnalissRegresi Logistik

Tabel 10
Hasil Uji Likelihood
-2 Log Likelihood Nilai
Awal (Block number = 0) 95,607
Akhir (Block number = 1) 80,253

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasilutput SPSS pada Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilabgl. awal
yang hanya memasukkan konstanta saja (Block numi®@radalah sebesar 95,607. Nilai -2LogL
akhir yang memasukkan konstanta dan variabel imdige (Block number = 1) adalah sebesar
80,253. Hal ini menunjukkan bawa nilai -2LogL telalengalami penurunan, yang berarti bahwa
model regresi kedua menjadi semakin baik untuk nmediksi kepatuhan wajib pajak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan vdrinlependen yaitu kemanfaatan NPWP,
pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, danssaekpajakan ke dalam model memperbaiki
model fit.

Tabel 11
Hasil Omnimbus Test
Chi-square df Sig.
Stepl Step 15,355 4 ,004
Block 15,355 4 ,004
Model 15,355 4 ,004

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasdutput SPSS pada Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa @laisquare
(penurunan nilai -2LogL¥yebesar 15,355 dengaignifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar
0,004. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajakatdiprediksi oleh keempat prediktor dalam
model secara simultan. Dengan demikian, dapat gidkan bahwa penggunaan prediktor
kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualidegyanan, dan sanksi perpajakan secara
simultan dapat memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12
Hasil Koefisien Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square
-2 Log Cox & Snell R Nagelkerke R
Step likelihood Square Square
1 80,253 ,197 ,264

Sumber : Data primer yang diolah, 2!

Berdasarkan hasdutput SPSS pada Tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa QGtad &
Shell R Square sebesar 0,197 dan nilldagelkerke R Square sebesar 0,264. Nilai tersebut
dapat diartikan bahwa variabilitas kepatuhan wagdjak yang dapat dijelaskan oleh
variabilitas kemanfaatan NPWP, pemahaman wajibkp&jaalitas pelayanan, dan sanksi
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perpajakan sebesar 26,4% sedangkan 73,6% lainjgjastan oleh variabel-variabel lain
di luar model penelitian.

Tabel 13
Hasil Hosmer and L emeshow Test
Step Chi-square Df Sig.
1 8,405 8 ,395

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasilutput SPSS pada Tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa nilarkser and
Lemeshow sebesar 8,405 dan signifikan pada 0,38&. $ignifikansi menunjukkan nilai yang
lebih besar dari 0,05 maka HO diterima atau hipetgang menyatakan bahwa model yang
dihipotesiskan fit dengan data diterima. Denganikiem, dapat disimpulkan bahwa model regresi
mampu memprediksi nilai observasinya atau dapattakian model dapat diterima karena cocok
dengan data observasinya.

Tabel 14
Tabel Klasifikasi
Predicted

Kepatuhan_WP Percentage

Observed 0 1 Correct
Step1l Kepatuhan WP 0 18 12 60,0
1 7 33 82,5
Overall Percentage 72,9

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan hasdutput SPSS pada Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa terdapat
18 wajib pajak secara tepat dapat diprediksikah aledel regresi logistik ini (ketepatan
klasifikasi 60%) dari 30 wajib pajak yang secargeis tidak patuh. Hasibutput SPSS
juga menunjukkan bahwa 33 wajib pajak dengan tdpatt diprediksikan oleh model
regresi logistik ini (ketepatan klasifikasi 82,5gri 40 wajib pajak yang secara empiris
patuh. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasieh@djresi logistik ini sebesar 72,9%
atau artinya terdapat 51 wajib pajak dari 70 waplak yang dapat diprediksikan dengan
tepat.

Tabel 15
Hasil Uji Regres Logistik

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step f  Manfaat ,004 ,091 ,002 1 ,964 1,004
Pemahaman ,127 ,061 4,339 1 ,037 1,136
Pelayanan ,044 ,036 1,500 1 ,221 1,045

Sanksi ,200 ,112 3,195 1 ,074 1,221

Constant -10,124 4,140 5,980 1 ,014 ,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat tifjlada Tabel 15 di atas. Hasil analisis
regresi logistik yang digunakan yaitu persamaaruéetblock number = 1) yang memasukkan
konstanta dan variabel independen. Persamaan irelpgstik dalam penelitian ini dapat
dinyatakan sebagai berikut :

Ln —— = -10,124 + 0,004 Kemanfaatan NPWP + 0,127 PemahaWajib Pajak + 0,044
Kualitas Pelayanan + 0,200 Sanksi Perpajakan

Hasil pengujian masing-masing koefisien regresiiskilg yang menunjukkan bahwa
variabel kemanfaatan NPWP memiliki koefisien regsebesar 0,004 bertanda positif yang searah
dengan hipotesis yang diajukan. Kemanfaatan NPWRunjekkan nilai Wald sebesar 0,002 dan
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nilai signifikansi sebesar 0,964. Nilai signifikaihesbih besar dari 0,05 maka artinya tidak terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel kemanfadd&WP terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal
ini menunjukkan bahwa pada model regresi logistildimotesis 1 ditolak.

Variabel pemahaman wajib pajak memiliki koefisiegresi sebesar 0,127 bertanda positif
yang searah dengan hipotesis yang diajukan. Penaathamjib pajak menunjukkan nilai Wald
sebesar 4,339 dan nilai signifikansi sebesar 0,88@i signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka
artinya terdapatpengaruh yang signifikan dari variabel pemahamanibwpajak terhadap
kepatuhan wajib pajakdal ini menunjukkan bahwa pada model regresi logistikHipotesis 2
diterima.

Variabel kualitas pelayanan memiliki koefisien egirsebesar 0,044 bertanda positif yang
searah dengan hipotesis yang diajukan. Kualitesypehn menunjukkan nilai Wald sebesar 1,500
dan nilai signifikansi sebesar 0,221. Nilai sigkafisi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari variabelitasapelayanaterhadap kepatuhan wajib pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa pada model reglagistik ini Hipotesis 3 ditolak.

Variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien refjebesar 0,200 bertanda positif yang
searah dengan hipotesis yang diajukan. Sanksi jp&gmamenunjukkan nilai Wald sebesar 3,195
dan nilai signifikansi sebesar 0,074. Nilai sigkafisi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari variabeksiaperpajakarierhadap kepatuhan wajib pajak
Hal ini menunjukkan bahwa pada model reglagistik ini Hipotesis 4 ditolak.

Pembahasan
Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kemanfadiPAWP berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengufigootesis menggunakan regresi logistik
menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditola&l idi berarti bahwa kemanfaatan NPWP
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhaibvpajak.

Pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan pagfk dapat dijelaskan dengan teori
atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam textribusi, kemanfaatan NPWP merupakan
penyebab internal karena berada di bawah kenddb wajak sendiri. Kemanfaatan NPWP akan
mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajakluberperilaku patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Manfaat yang dapat dirasdkainselaras dengan kepentingan wajib pajak
akan memotivasi wajib pajak untuk memilih berpéailgpatuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wagifak dapat belajar dengan mengamati wajib
pajak lain dan mengalami langsung apa manfaat gapgt diperoleh wajib pajak atas kepemilikan
NPWP. Pengamatan dan pengalaman langsung tersefmjadindasar bagi wajib pajak untuk
menilai kemanfaatan NPWP dan memilih berperilaktulpaatau tidak. Hasil statistik deskriptif
kemanfaatan NPWP menunjukkan bahwa jawaban sebbg&an responden adalah setuju. Hal ini
berarti pendapat WP OP yang melakukan usaha digédbn Tegal mengenai kepemilikan NPWP
dapat dikatakan bermanfaat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kemat#aaNPWP masih belum dapat
memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanadkewajiban membayar dan melaporkan
pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena kemanfaaliPWP tidak diperoleh atau dirasakan
sepenuhnya oleh semua wajib pajak. Kemanfataan NES@at diperoleh atau dirasakan bagi
wajib pajak yang membutuhkan atau memiliki kepegdgim saja. Contohnya untuk salah satu
kemanfaatan NPWP yaitu memperoleh kemudahan perg#jedit bank untuk keperluan modal
usaha, bagi wajib pajak yang memiliki kepentingatulkh mengajukan kredit bank maka wajib
pajak tersebut akan memperoleh atau merasakan amaites kepemilikan NPWP. Namun, bagi
wajib pajak yang sudah memiliki modal yang besaukimusaha maka wajib pajak tersebut tidak
membutuhkan kredit bank dan tidak akan memperdiah merasakan manfaat atas kepemilikan
NPWP. Hal ini merupakan tugas bagi aparat pajalk Bigien Pajak untuk lebih intensif untuk
menarik wajib pajak melalui manfaat atas kepemiliRPWP yang selaras dengan kepentingan
wajib pajak dan dapat dirasakan oleh seluruh wpaipk. Dengan demikian, WP OP yang
melakukan usaha di Kabupaten Tegal menjadi tidagdaatuh untuk memiliki NPWP tetapi juga
patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
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Pengar uh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pemahamairb wajjak tentang peraturan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhajib vpajak. Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis menggunakan regresi logistik menunjulbamva hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini
berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengarufifpdan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wpaiak mengenai peraturan perpajakan, maka
kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkasil penelitian ini konsisten dengan hasil
yang telah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (201Rajif (2012), dan Nugroho (2012) yang
menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentangtyran perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatubpip pajak dapat dijelaskan dengan
teori atribusi dan teori pembelajaran sosial. Datlaori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang
peraturan perpajakan merupakan penyebab intermah&eerada di bawah kendali wajib pajak
sendiri. Tingkat pemahaman wajib pajak yang bertmadta akan mempengaruhi penilaian masing-
masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalanfaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat
pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajitakpanemilin berperilaku patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori piEjavan sosial, wajib pajak dapat belajar
dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalangsiang bagaimana peran pemahaman yang
dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakaadh membantu wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan sehingga menjadi lebih muddngamatan dan pengalaman langsung
tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk raémiémahaman tentang peraturan perpajakan
dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasiltistix deskriptif pemahaman wajib pajak
menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar respamdtdah cukup paham. Hal ini berarti
pemahaman WP OP yang melakukan usaha di Kabupaigasl Tengenai peraturan perpajakan
dapat dikatakan cukup paham.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahamajib pajak tentang peraturan
perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib dafetaksanakan kewajiban perpajakan.
Pemahaman yang baik akan membantu dan mempermudigh pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tngkat pematmawajib pajak maka kepatuhan wajib pajak
juga akan semakin meningkat. Peningkatan pemaharagin pajak tentang peraturan perpajakan
harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkaitkbaajib pajak maupun aparat pajak, sehingga
kepatuhan WP OP yang melakukan usaha di Kabupatgal ikan semakin meningkat.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitasy@ian berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengufigootesis menggunakan regresi logistik
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolakl idaberarti bahwa kualitas pelayanan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajitakpaHasil penelitian ini ternyata tidak
konsisten dengan penelitian yang telah dilakukah oArum (2012), Rajif (2012), dan Fuadi
(2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayangpebgaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhaib wajak dapat dijelaskan dengan teori
atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam teadribusi, kualitas pelayanan merupakan
penyebab eksternal karena berasal dari luar wajikpatau akibat dari paksaan situasi. Persepsi
wajib pajak mengenai kualitas pelayanan dari agaagtk akan mempengaruhi penilaian masing-
masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalantaksanakan kewajiban perpajakan. Kualitas
pelayanan dari aparat pajak yang dapat memenubi mlebihi harapan wajib pajak akan
membuat wajib pajak untuk memilih berperilaku padalfam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak ddeddjar dengan mengamati wajib pajak lain dan
mengalami langsung bagaimana aparat pajak membendedayanan kepada wajib pajak.
Pengamatan dan pengalaman langsung tersebut meigsai bagi wajib pajak untuk menilai
kualitas pelayanan dan memilih berperilaku patwdu atdak. Hasil statistik deskriptif kualitas
pelayanan menunjukkan bahwa jawaban sebagian besawnden adalah setuju. Hal ini berarti
pendapat WP OP yang melakukan usaha di Kabupatgal feengenai kualitas pelayanan yang
diberikan oleh aparat pajak dapat dikatakan baik.
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Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitaglayanan masih belum dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksan&kwajiban membayar dan melaporkan
pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena kualitasapahan dari aparat pajak belum dapat memenuhi
atau melebihi harapan wajib pajak. Adanya oknunuakyang menyalahgunakan dana pajak juga
membuat kepercayaan wajib pajak kepada aparat pagajadi turun. Hal ini tentu mengakibatkan
citra pelayanan aparat pajak menjadi negatif diamadjib pajak yang dapat berdampak pada
kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapopgaak. Aparat pajak terus berupaya
meningkatkan pelayanan melalui perkembangan teghlformasi dengan tersedianya fasilieas
SPT dane-filling. Namun, hal ini masih belum sepenuhnya efekiif belum dapat memudahkan
wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang belummmabami bagaimana menggunalaBPT
danefilling karena untuk mengisi formulir SPT manual saja masinyak yang kesulitan. Selain
itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dailitéasyang dimiliki oleh wajib pajak
menjadi hambatan untuk dapat mengaksesnya. Apajadt perlu melakukan strategi khusus untuk
mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapatgkatkan kepatuhan WP OP yang melakukan
usaha di Kabupaten Tegal.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap K epatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa sanksiafn berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengufigootesis menggunakan regresi logistik
menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak.iki berarti bahwa sanksi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajibkpdjlasil penelitian ini ternyata tidak sejalan
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jatn(#@06), Muliari dan Setiawan (2010), dan
Arum (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajslespengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajiik dapat dijelaskan dengan teori
atribusi dan teori pembelajaran sosial. Dalam tawitbusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab
eksternal karena berasal dari luar wajib pajak akaoat dari paksaan situasi. Persepsi wajib pajak
tentang pemberian sanksi akan mempengaruhi pemilaiasing-masing wajib pajak untuk
berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban apekgn. Pemberian sanksi yang
memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajakikumemilih berperilaku patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam teori pijavan sosial, wajib pajak dapat belajar
dengan mengamati wajib pajak lain dan mengalamgsiang pemberian sanksi yang dikenakan
aparat pajak kepada wajib pajak apabila melanggamma perpajakan. Pengamatan dan
pengalaman langsung tersebut menjadi dasar batlj pgpk untuk menilai pemberian sanksi dan
memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasil stiisteskriptif sanksi perpajakan menunjukkan
bahwa jawaban sebagian besar responden adalalh hgtani berarti pendapat WP OP yang
melakukan usaha di Kabupaten Tegal mengenai peambesanksi apabila tidak melaksanakan
kewajiban perpajakan dapat dikatakan netral.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanletippjakan masih belum dapat membuat
wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban ggakannya. Hal ini dapat terjadi karena
pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sapkspajakan. Pemberian sanksi yang
memberatkan wajib pajak bertujuan untuk member#éak jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.
Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengsaaksi perpajakan dapat membuat wajib
pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang mkaakatau memberatkan sehingga dapat
mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Sanksi dalapajadkan merupakan hal yang penting dalam
pelaksanaarself assessment system agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakidagan
tertib dan sesuai dengan target yang diharapkanksbaerpajakan dibuat untuk mencegah
terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namurgngghran norma perpajakan akan terus
terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikanadengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam
memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupsdah satu cara terwujudnya kepatuhan.
Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberilarkss maka wajib pajak tidak akan patuh
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparat pajitkarapkan dapat meningkatkan
pengetahuan wajib pajak mengenai pemberian sargeila tidak melaksanakan kewajiban
perpajakan. Selain itu, pemberian sanksi tanpagrandulu dan dilaksanakan secara konsekuen
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oleh aparat pajak merupakan upaya paling efektifilumeningkatkan kepatuhan WP OP yang
melakukan usaha di Kabupaten Tegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan daglé diperoleh kesimpulan sebagai
berikut : (1) pemahaman wajib pajak secara palmgbengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, (2) kemanfaatan NPWP, lailgalayanan dan sanksi perpajakan secara
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepat wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasamranain : (1) Penelitian ini hanya
menggunakan empat variabel independen, yaitu kerataf NPWP, pemahaman wajib pajak,
kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan untuk amatigis faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan WP OP yang melakukan usaha di Kabupatgal T(2) Jumlah sampel yang dapat
dianalisis hanya berjumlah 70 sampel dari bebetagrmamatan di Kabupaten Tegal. Jumlah
tersebut tidak dapat mencerminkan keseluruhan junwéP OP yang melakukan usaha di
Kabupaten Tegal yang tidak peneliti ketahui, (3hd2enbilan sampel menggunakan metode
convenience sampling yang dilakukan secara acak dengan pertimbangamdamn akses yang
dapat dijangkau oleh peneliti karena keterbatasi@nmasi dan kemampuan peneliti.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitean penelitian ini, maka untuk
penelitian selanjutnya disarankan untuk : (1) mdrarkan variabel independen lainnya atau
menambahkan variabel moderating untuk mengetahabel-variabel lain yang mempengaruhi
dan memperkuat atau bahkan memperlemah variabetWegn wajib pajak, (2) menambahkan
jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayahpghmenelitian sehingga hasil penelitian
dapat digeneralisasi dan memberikan gambaran yamly tiil mengenai kepatuhan wajib pajak.,
(3) menggunakan metodaurposive sampling untuk pengambilan sampel mungkin dapat lebih
berguna karena data yang diambil lebih bersyaratléebih tepat sasaran, sehingga hasil akhir
dalam penelitian sesuai dengan yang diharapkan,(4)amelakukan metode wawancara untuk
mengurangi respon bias dari jawaban responden.

Saran yag diberikan kepada aparat pajak dalam sangkningkatkan kepatuhan wajib
pajak yaitu dengan memberikan lebih banyak manfdas kepemilikan NPWP, memberikan
kualitas pelayanan yang terbaik, dan memberikakssgrerpajakan secara tegas kepada wajib
pajak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, wafilak diharapkan dapat terus aktif untuk
belajar perpajakan agar pemahaman mengenai peraparpajakan semakin meningkat demi
terwujudnya pelaksanaadf assessment system yang lebih baik.
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